
 

 

 

BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI GRESIK 

NOMOR  28  TAHUN 2014 

TENTANG 

HONORARIUM TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN GRESIK MASA BHAKTI 2014 - 2019 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI GRESIK, 
 

Menimbang  :  a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah 

Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang 

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk 

pelaksanaan tugas dan fungsi fraksi, setiap fraksi di 

DPRD dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli; 

b.  bahwa kepada Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana 

dimaksud pada huruf a., diberikan honorarium yang 

besarannya ditetapkannya dengan Peraturan Bupati ini; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Honorarium Tenaga Ahli Fraksi 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik 

Masa Bhakti 2014 - 2019; 

 
Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4437) 

sebagaimana diubah keduakalinya dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2009 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara  Nomor 5043); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Gresik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) 

sebagaimana  beberapa kali diubah terakhir  dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 



Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5104); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 

Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan 

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian 

Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah  Kabupaten Gresik 

Tahun 2004  Nomor 10 Seri E) sebagaimana telah diubah 

keduakalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 

Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2007 Nomor  2); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 

Nomor  2); 

 
MEMUTUSKAN : 

  
Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM TENAGA 

AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN GRESIK MASA BHAKTI 2014 - 2019. 

  

Pasal 1 

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Honorarium Tenaga 

Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Gresik Masa Bhakti 2014 - 2019. 

  



Pasal 2 

(1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

diberikan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) 

perbulan. 

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipotong pajak (PPh) sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan.   
 

Pasal 3 

Biaya sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah pada pos belanja Sekretariat DPRD. 

  

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. 

 
Ditetapkan di Gresik 

pada tanggal  1 September 2014   

BUPATI GRESIK, 

              Ttd. 

 

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si. 

 

Diundangkan di Gresik  

pada tanggal  1 September 2014                     
                  

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN GRESIK, 

 

Ttd. 
 

Ir. MOCH. NADJIB, MM 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19551017 198303 1 005 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014 NOMOR 754 


